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ABSTRAK 

 

Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar  

Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Oleh : 

Wiken Yulianti 

Nim : 11575200430 

 

Email wikenyulianti07@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam 

pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin dan untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Teluk 

Beringin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDesa di 

Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi 

sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya musyawarah 

desa sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dan 

masyarakat, dan juga pemerintah desa menyediakan dokumen APBDesa yang 

dapat dilihat oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahuinya. Adapun 

kekuarangan transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin, 

ialah kurang terbukanya informasi tentang anggaran pembiayaan dan 

pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa 

juga tidak menyediakan papan informasi pengumuman desa, sebagai bentuk 

transparansi dalam pengelolaan APBDesa untuk masyarakat di Desa Teluk 

Beringin. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini ialah 

faktor pendukung seperti aturan yang berlaku, ketepatan fungsi dan isu yang 

berkembang, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya sosialisasi, 

profesionalisme (SDM) dan rendahnya partisipasi masyarakat. 

 

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan APBDesa, Desa   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, 

dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan 

daerah lainnya. Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, 

sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatan untuk rakyatnya. 

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat ini dapat 

diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta 

kemampuan pemerintah daerah.  

Tahun 2015 di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah, 

bahwasanya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan 

urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana desa yang di transfer dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk 

dilanjutkan ke rekening desa-desa, ini merupakan implemetasi dari disahkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 

2014. Undang-undang desa juga akan memberikan suatu jaminan pada setiap 

desa-desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui 

APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten 
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kemudian ditransfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh 

lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. 

Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap 

proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan 

secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan 

pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya 

penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Sebagai salah satu 

akulturasi dari prinsip atau indikator good governance, tranparansi merupakan hal 

yang harus dikedeapankan. Pelaksanaan pemerintah akan lebih baik jika 

transparansi menjadi hal yang harus diutamakan. Keterbukaan informasi terhadap 

berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang 

harus ada dalam trasparansi. Masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan 

informasi. Maka dalam konsep transparansi hal yang paling penting ialah terkait 

keterbukaan. Dimana masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses segala 

informasi yang menjadi hak dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disebutkan pada UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 

dimana pada Bab 2 pasal 2 ayat 1 disebutkan bawasannya setiap informasi publik 

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguna informasi publik.  

Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas 

tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk 

informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat 

rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan 

informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada 
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masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin 

hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah 

fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk 

penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara 

pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir 

berkurangnya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan. 

Berdasarkan berbagai fenomena praktik KKN, maka dapat dikatakan bahwa 

Indonesia belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sebab 

masih banyak terjadinya praktik KKN, maka dapat dipakai indikator dari 

buruknya pemerintahan di Indonesia saat ini karena rendahnya Transparansi 

pelayanan maupun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 

2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan 

Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan 

pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. 

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran 
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tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target 

yang ditetapkan dalam APBD.Tahun anggaran APBD sama dengan tahun 

anggaran APBN yaitu mulai 1Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 

yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan 

keuangan daerah dapatdilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung 

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 

Setiap penjabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas 

beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedi aanggaran untuk 

membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada 

pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDes. Kewenangan yang 

diberikan kepada desa selanjutnya diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat 

mengatur keuangan dan mengatur anggaran belanja pemerintah desa. Seperti 

halnya yang terjadi di desa-desa lain, desa Teluk Beringin juga memiliki 

kewenangan untuk mengurus pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan 

yang ada di APBDesa tersebut. Masalah terkait kurangnya Transparansi di 

pemerintahan desa dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terjadi 

mengenai Korupsi Dana Desa oleh pemerintah desa, hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan informasi yang dikutip melalui  artikel yang bersumber dari 

https//nasional.kompas.com adalah sebagai berikut : 

 “Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah 

digelontorkan pemerintah berjumlah Rp.186 triliun. Dana ini sudah 
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disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah indonesia. Berdasakan 

hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 

2015 hingga semester 1 2018, kasus kosupsi dana desa mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. ” tercatat sedikitnya sudah ada 181 

kasus kosupsi dana desa dengan dengan 184 tersangka kosupsi 

dengan nilai kerugian sebesar rp 40,6 miliar” kata peneliti ICW Egi 

Primayogha. Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun 

kedua, julah meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada tahun 

2017, kasus korupsi dan desa melonjak lebih dua kali lipat menjadi 

96 kasus. Sementara tahun 2018, terdapat 27 kasus yang semuanya 

menjadikan anggaran desa menjadi objek korupsi.”  

 

Berdasarkan artikel diatas, masih banyak pemerintah desa yang terkait kasus 

kosupsi dana desa sampai dengan sekarang. Dengan ini telah tampak bahwa 

masalah terkait dengan tarnsparansi anggaran dan belanja desa di Indonesia masih 

belum berjalan dengan baik. Karena pada desarnya transparansi adalah salah satu 

prinsip menuju pemerintahan yang baik yang akan mengurangi terjadinya 

penyelewengan dana desa. Untuk itu pemerintah desa wajib mengelola keungan 

secara transparan, akuntabel, partisiatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

terkait anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran, 

sehingga seluruh masyarakat desa dapat mengetahui anggaran tersebut dengan 

mudah. 

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, 

memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. 

Laporan penyelenggaraan pmerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota 

melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun 

dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah 
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desa kepada masyarakat dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan 

pengumman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan 

masyarakat desa, radio atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh 

bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, sedangkan bagi masyarakat laporan yang 

disampaikan oleh pemerintah desa digunakan sebagai acuan perbandingan dari 

pembangunan dan pelayanan yang dilakukan dalam satu tahun 

penyelenggaraannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, belum semua desa dapat 

menjalankan seperti yang diharapkan, pemerintah desa masih berperan besar 

dalam melaksanakan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara 

optimal. Berikut merupakan tabel APBDesa dan tabel rancangan APBDesa di 

Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.   

Tabel 1.1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Beringin Kecamatan 

Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi 
Tahun Total  

Pendapatan Desa 

Jumlah Belanja Desa  Tidak Terealisasi  

2016 766.478.000,00    766.478.000,00 15.138.500,00 

2017 1.249.632.022,00 1.034.445.317,00 10.321.022,00 

2018 1.295.894.500,00 1.284.756.000,00 29.386.900,00 

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Teluk Beringin, 2018 

 

Tabel 1.2 

Rancangan APBDesa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar 

Kabupaten Kuantan Singingi 
No Belanja Desa Tahun 

2016 2017 2018 

1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

184.448.000,00 246.965.000,00 390.322.500,00 

2 Bidang Pembangunan  1.016.978.000,00 747.057.000,00 713.022.000,00 

3 Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

6.500.000,00 13.316.000,00 26.950.000,00 

4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

- 32.467.000,00 165.600.000,00 

5 Bidang Tak Terduga - - - 

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Teluk Beringin, 2018 



 

 

7 

Berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa 

informasi publik dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 

tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga Undang-

Undang No 6 Tahun 2014, mengacu pada peraturan tesebut maka masyarakat desa 

berhak mengetahui dan mengakses anggaran pendapatan atau penerimaan dan 

anggaran pengeluaran desa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk 

berdasarkan kelompok umur di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 55 76 131 

2 5-9 52 59 111 

3 10-14 53 53 106 

4 15-19 74 66 140 

5 20-24 69 66 135 

6 25-29 53 65 118 

7 30-34 49 58 107 

8 35-39 49 55 104 

9 40-44 48 56 104 

10 45-49 52 57 109 

11 50-54 46 63 109 

12 55-59 49 56 105 

13 60-64 35 59 94 

14 65-69 32 38 70 

15 70-74 26 35 61 

16 75> 10 13 23 

Jumlah 752 875 1.627 jiwa 

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Teluk Beringin, 2018 

 

Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Teluk Beringin belum mampu 

mengimplementasikan undang-undang dan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan 

media yang digunakan untuk meliris pengelolaan APBDes seperti informasi di 
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papan pengumuman ataupun papan informasi mengenai anggaran penerimaan dan 

belanja desa belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus 

mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Tetapi 

pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui anggaran 

pendapatan yang diterima oleh desa. Kurang pahamnya masyarakat dengan 

pengelolaan keuangan desa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat dan terjadinya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah 

akibat krisis kepercayaan, sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik 

terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab kepada 

masyarakat dan kurang terhadap pelayanan. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

kurang dilibatkan dalam proses perencanaan program kegiatan pembangunan 

desa. Akibatnya masyarakat Desa Teluk Beringin menjadi kurang peduli terhadap 

persoalan yang berkaiatan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga 

minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.  

Berikut merupakan ungkapan dari Sekretaris Desa Teluk Beringin. Beliau 

mengatakan bahwa : 

“Sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih sangat 

rendah. Disisi masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa terkait 

pengelolaan keuangan sepenuhnya tugas pemerintah desa, dan 

mereka hanya menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi 

pemerintah, pemerintah desa cenderung tertutup dan kurang dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut berpatisipasi 

dalam pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara dengan Sekretaris 

Desa Teluk Beringin, maret 2019).  

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang ada di 

desa Teluk Beringin, oleh kerena itu peneliti mengambil judul penelitian dengan 

judul: “Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Desa di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten 

Kuantan Singingi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan 

di bahas dalam penelitian ini yaitu : 

1.2.1. Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa di Desa Teluk Beringin ? 

1.2.2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk 

Beringin ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1.3.1. Untuk Mengetahui Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin. 

1.3.2. Untuk Mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi dalam 

Pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk 

Beringin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat daripenelitian ini 

adalah : 
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1.4.1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian 

transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 

1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh 

stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi 

Pemerintah Desa. 

1.4.3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna 

untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentanglatar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II :  LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pembahasan, pandangan islam tentang 

transparansi, defenisi konsep, konsep operasional, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan 

data dan analisis data. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi 

sejarah singkat tempat melakukan penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan dan mempaparkan tentang hasil penelitian yang 

penulis lakukan. 

BAB VI :  PENUTUP 

 Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Transparansi 

2.1.1 Pengertian Transparansi 

Transparansi merupakan keterbukaan informasi publik, Menurut Undang-

undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjelaskan 

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 

pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting tentang 

ketahanan nasional. Dalam undang-undang ini informasi adalah keterangan, 

penyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, 

baik data fakta maupun pelaksanaannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca 

yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa 

dan juga UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa transparansi 

adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui 

dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa dan 

masyarakat berhak untuk mengetahuinya. 

Menurut  Mardiasmo (2009), Transparansi adalah keterbukaan (opennses) 

atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama 

informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah 

dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan 

kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang 



 

 

13 

terbuka, dan menjamin integritas dari pihak independen menjadi prakiraan fiskal, 

informasi dan penjabarannya. Transparansi menjadi sangat penting bagi 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. 

Mengingat pemerintah memiliki kewenagan mengambil berbagai keputusan 

penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan 

informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi 

kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015). 

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh 

proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar 

dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaaat penting dengan adanya 

trnsparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu: 

1. Mencegah korupsi 

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan 

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih 

mampu mengukur kinerja pemerintah 

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk 

memutuskan kebijakan tertentu  

5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik kepada pemerintah akan 

terbentuk. 

Faktor pendorong dan penghambat terimplementasinya asas transparansi 

dalam pelayanan publik menurut Wiharto dalam jurnalnya yang berjudul faktor 
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pendorong dan penghambat terjuwudnya sistem transparansi nasional pelayanan 

publik : 

1. Faktor pendukung 

a) Ketepatan fungsi dan ukuran lembaga 

b) Kejelasan aturan (sistem) yang mengatur transparansi 

c) Profesionalisme (SDM) 

d) Persaingan lingkungan yang sehat 

2. Faktor penghambat     

a) Tumpang tindih peraturan 

b) Lemahnya sistem keuangan 

c) Lemahnya penegakan aturan (hukum) 

d) Toleransi masyarakat atas penyimpangan pelayanan publik  

2.1.2 Prinsip Transparansi Dalam Good Governance 

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan 

pada filosofi dari UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004. Khusus kebijakan 

transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam 

Kep.Menpan RI No.KEP/26/M.PAN/2/2004. Maksud ditetapkan keputusan 

tersebut adalah sebagai acuan bagi seluruh pengelenggara pelayanan publik untuk 

meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan 

prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto 

pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta penjabat yang berwenang 

dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Transparansi sebagai salah satu 

prinsip untuk tercapainya pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggara 
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pelayanan publik harus memberikan informasi pada setiap penguna layanan, 

sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2008 yaitu : 

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka  

2. Informasi dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik 

3. Informasi wajid di umumkan secara berkala 

4. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi 

publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan 

dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam 

perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: 

a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan 

pendapatnya. 

b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu 

diketahui oleh masyarakat. 

c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun 

rencana) 

d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku  tanah 

dll.) 

e. Keterbukaan menerima peranserta masyarakat. 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terdapat beberapa hak 

setiap masyarakat ataupun pengguna informasi publik. Hak-hak tersebut antara 

lain yaitu :  
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a. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan  

b. Setiap orang berhak : 

1) Melihat dan mengetahui informasi publik 

2) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum 

3) Mendapatkan salinan informasi publik melalui pemohonan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

4) Menyeberluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan 

c. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan 

informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam 

penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami 

oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Desa, adanya 

laporan berkala mengenai pengelolaan APBDesa tersebut yang harus dilakukan 

pemerintah desa Teluk Beringin kepada masyarakat. Prinsip transparansi 

menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui 

penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Menurut Dwiyanto (2006: 80-

81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah 

indikator sebagai berikut: 

a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah 

dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 

tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 

penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2.1.3 Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan 

Mardiasmo (2002:6) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan 

keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara 

pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah 

yang bersih, efektif, efesien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat 

baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan 

aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti. 

Transparansi menurut Vera Jasseni Puteri dalam Suhaimi (2015:21), 

pertama transparansi informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik 

secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara 

jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas 

yang menjamin kepastiannya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat 

dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya. Dengan 

ketersedian informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya 

kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok 

masyarakat saja secara tidak profesional.  

Kemudian dalam UU No 14 Tahun 2008 disebutkan informasi mengenai 

pengelolaan keuangan harus wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

Baik  dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan keuangannya 
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sebagaimana juga tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 yang mana 

menyebutkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai 

pengelolaan keuangan desa dan Pemerintah Desa wajib menginformasikan 

perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan 

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.  

 

2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 

Menurut Sumpeno (2011:54) mengemukakan bahwa APBDes merupakan 

suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa 

yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung 

kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes 

penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang 

terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang di pergunakan. Anggaran 

desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan 

keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance, oleh karena itu APBDes 

mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. 

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa 

yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan 

anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian 

pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan 

sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. 
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Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan dasa 

dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan 

asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin 

anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang 

dicapai. Manajemen Pengelolaan APBDesa dapat dilihat berdasarkan 

Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Sebelum  APBDes  dibahas  maka  harus  didahului  dengan  tahapan 

musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan di tingkat 

dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah 

ini dipimpin oleh masing-masing kepala dusun. Hasil-hasil dari penyerapan 

aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa 

tingkat musyawarah desa. Kedua, musyawarah ditingkat desa dalam 

musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas 

dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Musyawarah disetiap dusun. 

b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun. 

c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan. 

d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes. 

e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD 
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2. Pelaksanaan  

Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rancana-

rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan 

sebaik-baiknya. Pada pelaksanaan pembangunan desa ini harus melalui tahap 

sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan 

pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 

3. Penatausahaan  

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa 

wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip. Bendahara wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan penanggungjawaban. 

Laporan penanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 

Permendagri No.113 Tahun 2014 disampaikan setiap bulan kepada Kepala 

Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan 

dan pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), 

mengunakan : 

a. Buku kas umum 

b. Buku kas pembantu pajak, dan 

c. Buku Bank 

4. Pelaporan  

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota berupa : 

a. Laporan semester pertama dan 

b. Laporan semster akhir tahun 
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Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf 

a berupa pelaporan realisasi APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan juli tahun  berjalan. Laporan akhir tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Permendagri No.113 Tahun 

2014 disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 

5.  Pertanggung Jawaban 

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harus 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 

Pasal 38, yang mengatur bahwa:  

1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran.  

2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan.  

3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.  

4) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:  

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

tahun anggaran berkenaan.  
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b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan.  

c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa.  

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada 

masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa:  

1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.  

2) Media informasi sebagaimana dimaksud, antara lain:  

a) Papan pengumuman 

b) Radio komunitas, dan  

c) Media informasi.  

3) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

disampaikan pada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.  

4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), disampaikan paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.  
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2.3  Desa 

2.3.1 Pengertian Desa 

Fungsi pemerintahan baik Pusat, Daerah maupun Desa adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, 

pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan, dan pemberian pelayanan 

tersebut ditunjukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Istilah Desa 

secara etimologi berasal dari kata Swadesi bahasa Sansketa yang bearti Wilayah, 

tempat atau bagian yang mandiri dan Otonom. Desa dapat didefenisikan sebagai 

kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat, berdasarkan 

asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan NKRI (Syafrudin dan Na’a, 2010:3). 

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yurisdiksi, berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 

berada di Kabupaten/Kota. Dari uraian diatas, Desa atau yang disebut nama lain 

adalah kesatuan Masyarakat Hukum berdasarkan adat istiadat setempat yang 

mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan 

merupakan organisasi terendah dibawah camat. Selain UU, beberapa ahli juga 

mengemukakan pendapat tentang desa, yaitu menurut Nurcholis (2011:2) desa 

adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, 
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hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan 

mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatanya. 

Sedangkan menurut Pahmi (2010:1), sebagai masyarakat yang dinamis,  Desa 

merupakan komunitas yang unik. Keunikan ini dalam pandangan umum terlihat 

dari kesejukan, kedamaian, dan jaminan kebahagiaan. 

2.3.2 Pemerintah Desa 

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 Pemerintah Desa adalah kepala 

desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan bagian dari 

pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. 

Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang 

bersangakutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Pahlevi, 2017). 

2.3.3 Keuangan Desa 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) 

menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi keuangan 

desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU 

No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata 
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negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Pada Pasal 

71 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.  

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) di 

atas terdiri dari: 

a. Pendapatan asli Desa. 

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh Kabupaten/Kota. 

d. Alokasi anggaran dari APBN. 

e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota 

kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah 

yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan 

desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan 

Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala 

Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan 

tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. 

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. 
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2.4 Transparansi Dalam Islam 

Kepemimpinan dalam islam dikenal dengan istilah imamah, sedangkan 

pemimpin disebut imam. Kedudukan seorang pemimpin dalam islam sangatlah 

penting. Bahkan keberadaannya fardhu kifayah, dimana setiap manusia akan 

berdosa apabila tidak adanya seorang pemimpin dan pembebanan hukum tersebut 

terbebas manakalah salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin. 

Untuk menjalankan aturan Allah SWT dibutuhkan seorang pemimpin yang akan 

mengayomi manusia kejalan yang benar sesuai dengan tuntutan syariat. Seperti 

firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya (21) : 73 :  

                          

               

 

Artinya :  kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan 

kepada mereka mengerjakan kebijakan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu 

menyembah. (QS. Al-Anbiya (21):73).  

 

Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam islam muncul dari 

pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam 

memerintahkan setiap individu agar menyampaikan amanah yang diembannya. 

Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman dalam Q.S 

An-nisa ayat 58:  

                          

                          
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Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. [Q.S (4):(58)]. 

 

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia 

harus fokus dan bertakwa dalam perkerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum 

dievaluasi orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi setiap aktivitasnya. 

 

2.5  Definisi Konsep 

Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini yakni : 

a. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik 

kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Konsep transparansi 

yang dimaksud dalam penelitin ini adalah pertama, terbuka dalam 

pengelolaan APBDesa adalah sistem pengembangan yang tidak 

dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku 

yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source-code) 

yang tersebar dan tersedia bebas. Kemudian, terbentuknya akses bagi 

masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program 

Pengalokasian Anggaran Dana desa secara berkala.  
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b. APBDesa dapat didefenisikan suatu rencana keuangan tahunan desa yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan 

sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program 

pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan 

pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur 

berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.  

c. Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa 

yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

1. Hanifa, 2015. Judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi 

Penanggungjawaban Anggaraan Pendapatan Belannja Desa (APBDes) 

di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Dangan 

hasil penelitian adalah manajemen keuangan desa Kepatihan 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukan 

pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa), 

sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan 

pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa tersebut. 

2. Faridah, 2015. Judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas 

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan 
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Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan 

Sangkapura. Hasil penelitian adalah Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) di Desa Sidogedungbatu 

kecamatan Sangkapura Kabupaten Grasik, dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu perencanaan program ADD di desa tersebut telah 

melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif. 

Pelaksanaan program ADD di Desa Singkapura telah menerapkan 

prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. 

3. Paulus Israwan Satyoko, 2011. Judul penelitian Akuntabilitas 

Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil 

penelitian untuk meningkatkan keberhasilan Program ADD,ataupun 

Program Pembangunan Pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan 

administrasi aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang 

tegas atas setiap pelanggaran, dan meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan, 

peningkatan kemampuan administrative ini dapat dilakukan dengan 

memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme 

pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah desa dalam 

membuat laporan keuangan,ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas 

dan tegas sangat diperlukan. Ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat 

dibentuk sanksi administrasi maupun sanksi hukum, sesuai 

pengelolaan keuangan negara. 
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4. Muhammad Fauzan A, 2018. Judul penelitian Akuntabilitas dan 

Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (lima) Desa di 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian  adalah 

dalam pelaksanaan pengunaaan Dana Desa ini terdapat beberapa 

kendala yang dirasakan. Setiap desa memiliki kendala yang berbeda-

beda, bahkan ada desa yang tidak merasakan kendala. Kendala intu 

berasal dari kegiatan operasional pemerintah dan berasal dari bersal 

dari letak geografis desa itu sendiri.Kendala yang paling sering 

disebutkan adalah dana yang turun tidak tepat waktu, sehingga 

menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan menjadi mundur. 

Selain itu, terdapat kendala lainnya yaitu daerah yang rawan longsor, 

peraturan yang di generalisasikan, pendidikan SDM, dan perubahan 

nominal dana yang akan diturunkan. 

2.7 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Transparansi Dalam  

Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Desa  

(Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi 

Publik) 

1. Terbuka    1. Adanya Informasi tentang 

APBDesa 

2. Tingkat Transparansi 

2. Informasi mudah 

diakses   

1. Berada ditempat yang 

strategis  

2. Diketahui masyarakat 

3. Informasi wajib 

disediakan dan 

diumumkan secara 

berkala  

1. Musyawarah melibatkan 

masyarakat  

2. Sosialisasi Penggunaan 

Anggaran  

3. Menyampaikan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

  

Sumber : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Tabel 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Sumber Data: Data Olahan, 2019 

Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin 

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Bagaimana Transparansi Dalam 

Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa di Desa 

Teluk Beringin ? 

Apa saja Faktor Pendukung dan 

Penghambat Transparansi dalam 

Pengelolaan Anggran Pendapatan 

dan Belanja Desa di Desa Teluk 

Beringin ? 

UU No.14 2008 

1. Terbuka  

2. Informasi mudah diakses 

3. Informasi wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala 

 

Terwujudnya Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Teluk Beringin 

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi 

Faktor Pendukung 

1. Kejelasan Aturan yang 

Berlaku 

2. Ketepatan Fungsi 

3. Isu yang Berkembang  

Faktor Penghambat 

1. Kurangnya Sosialisasi 

2. Profesionalisme (SDM) 

3. Rendahnya Partisipasi 

Masyarakat 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriftif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan 

objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan 

atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta 

memberikan argumentasi terhadap apa yang  ditemukan dilapangan dan 

dihubungkan dengan konsep operasional dan undang-undang yang memilki 

keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Sejalan dengan tujuan yang dingin dicapai maka penulis menetapkan 

lokasi penelitian di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten 

Kuantan Singingi. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk 

menyempurnakan penelitian ini dari februari 2019 sampai dengan selesai. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data dapat diartikan sebagai fakat-fakta, serangkaian bukti-bukti sesuatu 

yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita. 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan serangkaian informasi 

yang digali dari hasil penelitian merupakan fakta-fakta variable, atau keterangan 

saja. 
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3.3.2 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan 

narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang 

dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang 

transparansi APBDesa selama ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi 

literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:  

a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada 

Desa;  

b. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan 

geografis, demografis.  

c. Data-data lainnya yang diperoleh dari Desa dan instansi lain yang 

terkait. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan salah satu anggota kelompok partisipan 

yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 

pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 

penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. 
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Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, 

teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, 

yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi 

informan pada penelitian ini adalah : 

Tabel 3.I  

Jumlah Informan Penelitian 

 

Nomor Informan Penelitian Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 Ketua BPD Desa 1 

4 Kepala Dusun  2 

5 Tokoh Masyarakat 2 

6 Masyarakat  6 

Jumlah Informan 13 

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Observasi 

Yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

lansung dengan objek peneliti guna mendapatankan informasi yang ada 

hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Teluk 

Beringin baik Perangkat desa maupan masyarakat. Adapun jenis 

observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terus terang atau 

tersamar yaitu dengan diketahui oleh informan bahwa peneliti sedang 

melakukan penelitian. Dengan tahan observasinya dimulai dari tahap 
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memasuki situasi sosial kemudian dilanjutkan dengan tahap menetukan 

fokus sampai kepada mengurangi fokus menjadi komponen yang yang 

lebih rinci. 

b. Wawancara 

Yaitu mengadakan wawancara akan dilakukan dengan Perangkat 

Desa, masyarakat, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan 

penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah 

wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan 

berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan. 

c. Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang 

membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi 

digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. 

Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. 

Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan 

dilapangan.  

 

3.6 Analisis Data 

Analisa data dengan cara menggunakan analisis isi (content analisis) guna 

mendapatankan informasi yang mendalam untuk mengetahui bagaimana 

Tansparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Teluk 

Beringin Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Miles dan 

Huberman (2007:16) yang dikutip dari Sugiyono (2011:246), membagi Proses 

analisis data kualitatif ketiga tahapan, yaitu : 
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1. Reduksi Data 

Reduksi Data merupakan salah satu tahap analisi data kualitatif 

yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat 

absraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. 

Proses reduksi data berlansung secara terus menerus, mulai dari awal 

hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan 

kualitatif berlansung. reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan deta dengan sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan divertifikasikan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data yang benar akan mampu membawa penambahan 

atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul 

dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk 

matriks, grafik, bagan, jaringan, dan tesk yang bersifat naratif. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau virifikasi merupakan tahapan terakhir 

dalam proses analisis. Setelah semua data yang terkumpul dijaring 

dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai 

bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan 

membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari sebauh 

penelitian yang selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau 

melakukan varifikasi data. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi  

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia, dengan ibukota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara 

geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan 

berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, 

dan Batam. Dengan luas wilayah ± 7.656,03 km². 

Gambar 4.1 

Peta Kabupaten Kuantan Singingi 

 

 

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi  

Kabupaten Kuantan Singingi disebut juga dengan rantau kuantan, wacana 

otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah 
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Kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Kabupaten 

Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri 

Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu 

Kota Teluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi sudah menjadi 

sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi 

No Kabupaten Kuantan Singingi 

1. Kecamatan Cerenci  

2.  Kecamatan Inuman  

3.  Kecamatan Kuantan Hilir 

4. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 

5. Kecamatan Pangean  

6. Kecamatan Logas Tanah Darat 

7. Kecamatan Benai 

8. Kecamatan Sentajo Raya 

9. Kecamatan Pucuk Rantau 

10. Kecamatan Kuantan Tangah 

11. Kecamatan Kuantan Mudik 

12. Kecamatan Gunung Toar 

13. Kecamatan Hulu Kuantan 

14. Kecamatan Singingi 

15. Kecamatan Singingi Hilir 

Sumber: Profil Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Kuantan Singingi yaitu terdiri dari 15 Kecamatan, dari 15 Kecamatan 

tersebut salah satunya terdapat Kecamatan Gunung Toar, dimana Kecamatan 

tersebut merupakan kecamatan dari lokasi penelitian ini. 

4.1.2  Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi (2016-2021) 

1.  Visi  

Visi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi “Terwujudnya 

Kabupaten Kuantan Singingi Yang Unggul, Sejahtera, Dan Agamis Di 
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Provinsi Riau Tahun 2021“. Adapun makna pernyataan visi Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut : 

a. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian mmasyarakat, 

derajat, kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata. 

b. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam kadaan makmur yang 

tidak lagi memikirkan kehidupan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib 

dan harmonis. 

c. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatanyang rukun 

dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2.   Misi  

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan 

pelayanan publik yang prima 

b. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif 

c. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya 

saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian 

dan pariwisata 

d. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan 

tata ruang yang berwawasan lingkungan 

e. Menigkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 

f. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-

nilai budaya. 
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4.1.3  Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi 

1.  Agama 

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan 

pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan 

ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. 

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui 

musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan 

umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama 

ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, 

pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang. 

2. Kebudayaan 

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten 

Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada 

umunya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang 

dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten 

Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku 

Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan. 

3.  Pendidikan 

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang 

berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. 

Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila 

tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA 
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mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin 

tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 

Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan 

demikian juga dengan jumlah muridnya. 

4.  Kesehatan 

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah 

satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena 

ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah 

terpencil. 

4.2  Kecamatan Gunung Toar  

Kecamatan Gunung Toar merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Yang beribukotakan Kampung 

Baru, dengan luas wilayah ± 165,25 km² dan kepadatan penduduk sabanyak 61,37 

jiwa/km², batas wilayah Kecamatan Gunung Toar adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik 

Jumlah desa/kelurahan di kecamatan Gunung Toar berjumlah 14 

desa/keluarahan, yang mana bisa di lihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.2 

Desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Toar 

No  Nama Desa 

1. Desa Pulau Mungkur  

2. Desa Teluk Beringin 

3. Desa Pulau Rumput 

4. Desa Seberang Gunung 

5. Desa Teberau Panjang 

6. Desa Koto Gunung 

7. Desa Gunung 

8. Desa Toar 

9. Desa Petapahan 

10. Desa Kampung Baru 

11. Desa Pisang Berebus 

12. Desa Lubuk Terentang 

13. Desa Siberobah  

14. Desa Seberang Sungai  

Sumber: Profil Kecamatan Gunung Toar Tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Desa yang terdapat di 

Kecamatan Gunung Toar yaitu terdiri dari 14 Desa, dari 14 Desa tersebut salah 

satunya terdapat Desa Teluk Beringin, dimana Desa Teluk Beringin tersebut 

merupakan lokasi penelitian ini. 

 

4.3 Gambaran Umum Desa Teluk Beringin  

Desa Teluk Beringin merupakan sebagai salah satu des ayang berada di 

Kecamatan Gunung Toar yang bertepatan dengan batasan antara Kecamatan 

Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi. Desa 

Teluk Beringin merupakan desa yang beradat dan bertarikat, yang secara 

sistematis pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di 

Desa Teluk Beringin.  

Desa Teluk Beringin memiliki luas wilayah lebih kuarang 26,49 kilometer 

(Km), yang terbagi dalam 3 (empat) Dusun yaitu, Dusun Koto, Dusun Teratai dan 
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Dusun Padang lalang. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah 

pertanian dan perkebunan. Sementara pusat desa berada di Dusun Koto, setiap 

dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Ditinjau dari letak 

geografisnya Desa Teluk Beringin mempunyai batas wilayah yaitu : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjar Guntung  

2. Sebelah selatan Desa Koto Gunung 

3. Sebelah barat Desa Bukit Pedusunan  

4. Sebelah timur Desa Pulau Mungkur 

4.3.1 Penduduk Desa Teluk Beringin 

Masyarakat Desa Teluk Beringin merupakan masyarakat yang heterogen, 

dimana desa ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain yaitu melayu, minang, 

dan banyak lainnya. Masyarakat Desa Teluk Beringin mayoritas adalah melayu 

yang mana daerah ini dibuka pertama kalinya oleh orang melayu. Jumlah 

Penduduk Desa Teluk Beringin berdasarkan hasil data yang terdapat dalam RPJM 

2016-2021 berjumlah 1.627 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 752 jiwa dan 

perempuan sebanyak 875 jiwa dengan jumlah 714 KK yang ada di Desa Teluk 

Beringin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk di Desa Teluk Beringin menurut jenis kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 752 jiwa 

2. Perempuan  875 jiwa 

Jumlah 1.627 jiwa 

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019 

  



 

 

44 

4.3.2 Perekonomian Desa Teluk Beringin 

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Teluk Beringin umumnya 

secara kasat mata mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang 

sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian petani karet dan kelapa 

sawit, pedagang, bruh tani, itu disektor non formal ini disebabkan pertanahan 

yang ada di Desa Teluk Beringin mengizinkan untuk bertani karet dan sawit. 

Sedangkan disektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga medis. 

4.3.3 Pemerintahan Desa Teluk Beringin 

Desa Teluk Beringin adalah salah satu desa yang berpedoman pada  UU 

No.06 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 26 ayat 1 UU 

No.06 Tahun 2014). Dan selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya 

dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan RT (Rukun Tetangga), 

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun 

jumlah aparat pemerintah Desa Teluk Beringin dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Jumlah Aparat Pemerintah Desa di Desa Teluk Beringin 

 

No  Aparat Pememrintah Jumlah  

1 Kepala Desa  1 Orang 

2 Sekretaris Desa (Sekdes) 1 Orang 

3 Kepala Dusun 3 Orang 

4 Rukun Warga (RW) 3 Orang 

5 Rukun Tetangga (RT) 12 Orang 

Jumlah 20 Orang 

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019 

  



 

 

45 

4.3.4 Pendidikan Desa Teluk Beringin 

Pendidikan adalah sebagai wahada untuk membekali manusia dengan 

pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi 

tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan 

masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan 

pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non 

fisik (mental). Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang 

berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.  Desa Teluk 

Beringin memiliki beberapa jumlah sekolah negeri maupun swasta untuk sarana 

pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Teluk Beringin 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 1  

2 SD/MI sederajat 2  

3 SLTP/MTs 1  

4 SLTA/MA 0 

Jumlah 4 

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019 

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di 

Desa Teluk Beringin terdapat beberapa sekolah yaitu ditingkat yang paling bawah 

taman kanak-kanak (TK) berjumlah 1, sekolah dasar (SD) 1 dan MI swasta 

berjumlah 1, dan juga SLTP berjumlah 1 sekolah. Maka dapat dikatakan bahwa di 

Desa Teluk Beringin untuk sarana pendidikan sudah cukup memadai, untuk 

meningkatkan kecerdasan anak yang ada di Desa Teluk Beringin. 
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4.3.5 Kesehatan Desa Teluk Beringin 

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

penduduk, terutama penduduk yang berada di pedesaan yang kemudian juga harus 

didukung dengan adanya sarana dan prasarana dan kepedulian masyarakat 

terhadap lingkungan sekitar untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Didesa 

Teluk Beringin Terdapat satu balai kesehatan yaitu Pos Pelayanan Keluarga 

Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu).  

4.3.6 Agama  

Disamping tuntutan untuk dunia pendidikan dan juga perlunya kesehatan 

bagi masyarakat, selain itu dalam kehidupan ini sangat diperlukan suatu agama 

atau kepercayaan sebagai sisi religius untuk menuntun dan membina masyarakat 

ditengah-tengah eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Masyarakat 

Desa Teluk Beringin secara keseluruhan beragama Islam dan di Desa Teluk 

Beringin terdapat beberapa sarana tempat beribadah yaitu berupa mesjid dan 

mushollah sebagai tempat beribadah umat Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut :  

Tabel 4.6  

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Teluk Beringin 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid  1  

2 Mushollah/surau 5 

Jumlah 6 

Sumber : RPJM Desa Tahun 2016-2021, data olah 2019 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Desa Teluk Beringin 

sarana untuk melaksanakan ibadah dapat dikatakan sudah cukup memandai. 

Keberadaan sarana tempat ibadah ini selain untuk tempat beribadah, juga 
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difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca 

Al-Qur’an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang 

tua. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin sudah 

berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dengan adanya musyawarah desa 

sebagai tempat pertukaran informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan 

juga pemerintah desa sudah menyediakan dokumen APBDesa yang dapat dilihat 

oleh masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahuinya. Adapun kekurangan 

transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Teluk Beringin, yaitu kurang 

terbukanya informasi tentang anggaran pembiayaan dan pelaksanaan 

pembangunan desa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga tidak 

menyediakan papan informasi pengumuman desa, sebagai bentuk transparansi 

dalam pengelolaan APBDesa untuk masyarakat di Desa Teluk Beringin. 

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan APBDesa 

di Desa Teluk Beringin. Faktor pendukung seperti adanya aturan yang berlaku, 

ketepatan fungsi, dan isu yang berkembang. Faktor penghambat seperti adanya 

kurangya sosialisasi, Profesionalisme (SDM) dan rendahnya partisipasi 

masyarakat. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan sesuai dengan hasil 

penelitian ini untuk masyarakat desa dan Pemerintah Desa Teluk Beringin, supaya 

lebih baik untuk kedepannya, antara lain adalah sebagai berikut : 
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1. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan transparansi dalam proses 

pengelolaan APBDesa dan program pembangunan desa kepada 

masyarakat. 

2. Sosialisasi terhadap kebijakan Pengelolaan APBDesa diberikan kepada 

masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan pengelolaan 

APBDesa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi 

dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa, ikut melestarikan hasil 

pelaksanaan Pengelolaan serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan 

sesuai dengan ketentuan yang ada. 

3. Para pelaksana pengelolaan APBDesa lebih diberikan peningkatan 

pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya dibidang 

penggunaan teknologi, agar mempermudah para pelaksana pengelolaan 

APBDesa dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat.  
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TELUK BERINGIN 

KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

A. Berikut panduan pertanyaan wawancara untuk Aparat Pemerintah Desa 

Teluk Beringin 

1. Apakah Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di 

terapkan di Desa Teluk Beringin ? 

2. Apakah pengumuman tersebut mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat 

desa? 

3. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan APBDes di Desa Teluk 

Beringin dibidang keterbukaan Informasi ? 

4. Menurut bapak penting atau tidak informasi atau pengumuman untuk 

masyarakat mengenai pengelolaan APBdes ? 

5. Bagaimana tingkat transparansi di Desa Teluk Beringin dalam pengelolaan 

APBDes ? 

6. Apakah ada pengumuman ataupun informasi mengenai anggaran yang 

diterima dan yang dikeluarkan desa untuk masyarakat ? 

7. Menurut bapak, apakah ada kesulitan transparansi dalam pengelolaan 

APBDes di Desa Teluk Beringin ini pak ? 

8. Apa saja upaya yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin ? 

9. Menurut bapak, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Teluk Beringin ? 

10. Bagaimana Aparat Desa dalam melakukan penyampaian Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ? 

11. Harapkan Bapak untuk kedeapannya keterbukaan dalam pengelolaan APBDes 

di Desa Teluk Beringin ini seperti apa pak ? 



 

 

B. Berikut panduan pertanyaan wawancara untuk masyarakat Desa Teluk 

Beringin 

1. Apakah menurut bapak/ibu pengumuman atau informasi di desa ini mudah di 

dapat atau mudah di akses oleh masyarakat ? 

2. Menurut bapak/ibu penting atau tidak informasi mengenai APBdes ? 

3. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi tentang anggaran pendapatan yang 

diterima desa dan anggaran yang dikeluaran desa selama ini ? 

4. Apakah ada pengumumam mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran 

desa dan juga pengelolaan APBdes ? 

5. Apa saja bentuk informasi yang bapak/ibu dapat, mengenai anggaran 

pendapatan dan pengeluaran APBDes ? 

6. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat keterbukaan informasi di desa Teluk 

Beringin ini khususnya dibidang APBdes? 

7. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat desa Teluk Beringin ikut berperan 

aktif berpasrtisipasi dalam pembangunan desa ? 

8. Apakah bapak/ibuk pernah mengikuti musyawarah pembangunan desa ? 

9. Menurut bapak/ibu, dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa, seperti 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, apakah ada aparat desa 

mengundang ataupun melibatkan masyarakat ? 

10. Apakah ada perangkat desa mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan desa 

kepada masyarakat ataupun mengumumkannya kepada masyarakat ? 

11. Menurut bapak/ibu, apakah ada perangkat desa menyampaikan laporan 

realisasi pertanggugjawaban pelaksanaan kepada masyarakat ? 
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